SALINAN

BUPAT! LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR %#} /DISDIKBUD/TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023

BUPAT[ LANDAK,

Menimbang : a. bahwa dajam rangka mencapai tujuan pendidikan nasxonal
melalui pendidikan formal, maka dipandang perlu adanya
dukungan ketersediaan lembaga sekolah;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah
Kecamatan Kabupaten Landak yang semakin tinggi terhadap
pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka
perlu diadakan penambahan sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri di
Kabupaten Landak Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembarari Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indom;sm Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
lndoncsm Nomor 680 1); -
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ‘2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones:a
Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali dan yang
terakhir derigan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuanagn Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ‘Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757); N

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun |201_4
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia - Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); - o

Peraturan. Pemerintah Nomor' 18 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan' (Lembaran Negara' Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran
Negara Republik Inqllnncsia Nomor 6793); N

Peraturan Pemeriritah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran = Negara Republik Indonesia Nomor 51095)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemecrintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenpgaraan Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607); |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 120 Tahun 2018 tcntang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembcn!:ukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); P i i

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016
tentang P_embcntt;kan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten: Landak (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor. 5,
Tambahan ' Lembaran Dacrah Nomor 57) ‘sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan  Peraturan Daerah
Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten . |
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Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak

Nomor 98);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor S Tahun 2019
tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak
Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Landak Nomor 86);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Landak Nomor 97); .

14. Peraturan Dacrah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun

2022 Nomor 4);

15. Peraturan Bupati Landak Nomor 51 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak
(Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 771);

16. Peraturan Bupati Landak Nomior 23 Tahun 2022 tentang
Standar Satuan Harga Kabupaten Landak Tahun 2023 (Berita
daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 23);

17. Peraturan Bupati Landak Nomor 78 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022

Nomor 78).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU .  KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI! DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023
KEDUA . Daftar Pengirian Sekolah Menengah Pertama sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan
Bupati ini. ' '
KETIGA : Pendirian sekolah dilaksanakan dengan berpedoman kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. '
KEEMPAT : Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melaksanakan
peran dan fungsi sebagai satuan pendidikan di Lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak. :
KELIMA . Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Landak melalui Anggaran Satuan ‘Kerja | Perangkat
Daerah Dinas Pendidikan dan Kecbudayaan Kabupaten Landak
Tahun Angearan 2023. ;. 2 £, 1 =Y

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK

NOMOR 37} /DISDIKBUD/TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023

DAFTAR PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023

LOKASI

NO NAMA SEKOLAH DUSUN/DESA "KECAMATAN

1 2 3 : 4

1. | SMP Negeri 10 Sengah Temila | Dusun Tonang Desa Tonang | Sengah Temila
2. | SMP Negeri 5 Kuala Behe Dusun Nggabuh Desa Permiit . | Kuala Behe

; Dusun Anik Tcmpurung Dcsa ' '
. | SMP
3 MP Negeri 7 Menyuke Anik Dingir . | Menyuke

Pj. BUPATI LANDAK, '
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